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<b>ABSTRAK</b>

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa K euangan, maka terhitung
mulai tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia (Bl) kepada Otoritas Jasa K euangan (OJK),
termasuk dalam hal ini adalah penyelesaian pengaduan Nasabah dan sengketa perbankan. OJK telah
mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa K euangan dan
POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
sebagal dasar ketentuan dalam mengatur penyel esaian sengketa antara Bank dan Nasabah, baik melalui
internal dispute resolution dan external dispute resolution. Dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan
pengawasan perbankan ke OJK, maka alternatif penyel esaian sengketa yang sebelumnya diatur oleh Bl
berupa Lembaga Medias Perbankan Independen kini mulai menemukan titik terang dalam bentuk Lembaga
Alternatis Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Namun dalam pel aksanaannya LAPSPI
akan menghadapi berbagai macam tantangan yang harus dipenuhi, diantaranya merumuskan prosedur dan
ketentuan penyel esaian sengketa, penerapan prinsip lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dan memiliki
sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa. Menarik untuk diteliti lebih lanjut
permasalahan yang terjadi dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan
dari Bl kepada OJK terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan dan tantangan pemenuhan prinsip
lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang harus dipenuhi oleh LAPSPI.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

Since the enactment of UU No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority, then starting on
December 31, 2013 the functions, duties, and authority of the regulatory and supervisory activities of
financia servicesin the banking sector switching from Bank Indonesia (BI) to the Financial Services
Authority (OJK), including in this case is customer complaints and dispute resol ution between banks and
customer. FSA hasissued POJK No. 1/ POJK.07 / 2013 on Consumer Protection in the Sector of Financial
Services and POJK No. 1/ POJK.07 / 2014 of the Alternative Institution of Dispute Resolution in the
Financial Services Sector as abasic provision in arranging the Banking dispute resolution, both through
internal and external dispute resolution. With the transition of regulation authorization and banking
supervision to the FSA, then the alternative dispute resolution of that were previously regulated by the Bank
Indonesiain the form of the Institution Banking Mediation Independent is now beginning to find a bright
gpot in the form of Alternative Institution of Dispute Resolution of Banking Indonesia (LAPSPI). However,
in practice LAPSPI will face numerous challenges to be met, including formulating procedures and dispute
settlement provisions, the application of the principle of aternative institutions of dispute resolution, and
have the resources to be able to carry out the dispute resolution service. Further interesting to study the
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problems that occur with the authority transition of regulation and supervision of the banking sector of Bl to
the FSA, especially in terms of banking dispute resolution and the compliance challenges of the principle of
aternative institutions of dispute resolution that must be met by LAPSPI.</i>



